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Abstract 
This research aims at finding out the causes of the ineffectiveness of the implementation of 
building license policy at the Department of Land Use and Housing. This is a qualitative research 
in terms of descriptive method. There are two kinds of data in this research, namely primary and 
secondary data. The techniques of the data collection are observations, interviews, documentations, 
and triangulation. This research uses a purposive sampling technique to obtain the informants. The 
data analysis used is interactive model of Miles and Huberman, consists of data reduction, data 
presentation, and conclusion. This research uses the theory of Van Meter and Van Horn which 
consists of 6 aspects, they are standard and policy objectives, resources, communications among 
the executives, the characteristics of the executives, social conditions, politics and economy, and the 
executives attitudes. Based on the result of this research, the implementation of building license 
policy at the Department of Land Use and Housing of Palu City is not effective yet. First: the 
minimum socializations cause people’s ignorance of the principles and benefits of buildings license. 
Second: team personnel performance of space utilization is not maximal because of lack of 
personnel to supervise and curb buildings. Third: the sanctions are not forceful to the offenders, so 
that the people are not aware and do not obey the law. Fourth: The coordination of related 
organizations is not maximal yet. Thus, the researcher concludes that the implementation of 
building license policy at Parliament is not fully maximal, because only 3 aspects are fulfilled while 
the others are not effective and maximal yet. 
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Salah satu kebijakan yang dilaksanakan 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota 
Palu sebagai satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) yang diberikan kewenangan, tugas 
pokok, dan tanggung jawab untuk mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang 
penataan ruang dan perumahan Kota Palu 
adalah memberikan rekomendasi izin 
mendirikan bangunan pada pribadi atau badan 
untuk mendirikan suatu bangunan yang telah 
memenuhi syarat. Dalam hal ini pemerintah 
telah mengatur dengan dikeluarkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2010, Tentang 
Pedoman Pemberian IMB, yang menyatakan 
bahwa izin mendirikan bangunan, yang 
selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kepada pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar 
dalam rangka melestarikan bangunan sesuai 
dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
Dwi (2008:11) menyatakan bahwa izin 
mendirikan bangunan atau yang lebih sering 
dikenal IMB adalah izin yang diberikan untuk 
melakukan kegiatan mambangun yang dapat 
diterbitkan apabila rencana  bangunan dinilai 
telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 
aspek pertanahan, aspek planologis 
(perencanaan) aspek teknis, aspek kesehatan, 
aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. 
Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kota 
Palu Nomor 10 Tahun 2012, Tentan IMB 
dijelaskan bahwa dengan adanya IMB 
pemerintah daerah Kota Palu dapat 
mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota 
sebagai dasar yang sangat penting bagi 
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perencanaan, pengawasan dan penertiban 
pembangunan kota yang terarah dan sangat 
bermanfaat pula bagi pemilik bangunan.  
Dengan memperhatikan berbagai 
penjelasan di atas, maka diharapkan setiap 
pembangunan yang dilaksanakan harus 
memiliki IMB dan benar-benar memanfaatkan 
ruang yang aman dan nyaman dalam rangka 
untuk mendukung terlaksananya 
pembangunan perkotaan. Selanjutnya Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku pula 
untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu 
bangunan rumah yang keberadaannya secara 
fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-
IMB. Selain untuk rumah tinggal, izin 
mendirikan bangunan juga berlaku untuk 
bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain 
seperti gedung perkantoran, gedung industri, 
dan bangunan fasilitas umum. Izin 
mendirikan bangunan memiliki dasar hukum 
yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus 
dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan 
sebuah bangunan. 
Fenomena banyaknya bangunan yang 
tidak memiliki izin mendirikan bangunan di 
Kota Palu, disebabkan oleh faktor-faktor 
seperti kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai izin mendirikan bangunan, 
kesulitan dalam pengurusannya, juga biaya 
yang dirasakan terlalu mahal untuk mengurus 
perizinannya. Hal ini tentunya menjadi 
masalah yang sangat krusial, karena apabila 
tidak memiliki izin mendirikan bangunan, 
maka bangunan yang di bangun tidak akan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan yang harus 
dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan, 
sehingga tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang kota dan bangunan tersebut dapat 
menimbulkan masalah karena mengganggu 
kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya 
bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak 
terjamin.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka 
dalam implementasi kebijakan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palu, 
diharapkan dapat memenuhi tujuan yang telah 
ditetapkan terutama dalam hal 
penyederhanaan prosedur. Kepemilikan 
bangunan sering menjadi sengketa publik 
yang berkepanjangan. Masalah tersebut 
muncul karena ketiadaan sertifikat izin 
mendirikan bangunan (IMB), karena sebagian 
masyarakat merasa prosedur perizinan cukup 
berbelit-belit serta ketiadaan biaya untuk 
mengurus izin tersebut bagi masyarakat yang 
tidak mampu. Keresahan itu sebenarnya 
berujung pada kurangnya sosialisasi tentang 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 
dilakukan oleh instansi terkait, sehingga 
masyarakat belum memahami bahwa Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah 
merupakan alat pengendali pemanfaatan 
ruang serta berfungsi sebagai jaminan 
kepastian hukum atas bangunan tersebut. 
Sesuai dengan fakta di lapangan 
bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota 
Palu untuk mengurus izin mendirikan 
bangunan (IMB) masih sangat rendah, karena 
± 60 ribu bangunan rumah tinggal yang ada di 
Kota Palu hanya sekitar 35% yang memiliki 
IMB, dan selebihnya belum memiliki IMB 
atau berstatus bangunan liar. Tetapi ini hanya 
berlaku untuk rumah tinggal, sedangkan 
untuk rumah toko sebagian besar telah 
memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Faktor lain yang membuat masyarakat 
enggan mengurus IMB, dikarenakan masih 
adanya stigma yang berkembang di 
masyarakat bahwa proses pengajuan IMB itu 
sangat sulit. Dengan adanya stigma tersebut, 
maka pada tahun 2011, Dinas Penataan Ruang 
dan Perumahan Kota Palu menindaklanjuti 
kebijakan pemutihan IMB berdasarkan 
Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 
2011, Tentang Pengurangan, Keringanan, dan 
Pembebasan Restribusi IMB. Namun 
faktanya, kebijakan Pemutihan tersebut 
ternyata tidak direspon positif oleh 
masyarakat, dapat diukur dari tingkat antusias 
masyarakat untuk melakukan pengurusan 
IMB sangat rendah, sehingga kebijakan 
tersebut hanya diberlakukan selama satu 
tahun.  
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Dengan demikian, implementasi 
kebijakan mengenai IMB ini perlu 
mendapatkan perhatian khusus oleh 
Pemerintah Kota Palu, karena jika tidak 
ditertibkan mulai dari sekarang akan 
berdampak pada perkembangan Kota Palu 
yang tidak terarah dan selanjutnya akan 
menimbulkan kesulitan dalam penataan kota 
dimasa mendatang. Adapun Problem 
Statement terkait dengan implementasi 
kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) 
yang ada di Kota Palu, apabila dikaitkan 
dengan teori Van Meter dan Van Horn, 
peneliti melihat beberapa hal yang menjadi 
pokok masalah, yaitu: 
Pertama: Komunikasi, yaitu kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan oleh dinas teknis 
yang menyebabkan masyarakat belum 
memahami arti pentingnya IMB sehingga 
adanya ketidakpahaman masyarakat tentang 
standar atau prosedur yang harus dilakukan 
bagi masyarakat yang ingin melaksanakan 
pembangunan, sehingga yang terjadi adalah 
masyarakat cenderung melaksanakan 
pembangunan terlebih dahulu setelah itu 
melakukan pengajuan IMB. Selain itu, kurang 
efektifnya koordinasi yang dilakukan dinas 
teknis dengan BP2T dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, yang berujung 
pada lambannya tim teknis menanggapi 
laporan pengaduan masyarakat, karena tidak 
adanya kepastian waktu yang diberikan oleh 
tim teknis untuk menyelesaikan laporan 
pengaduan tentang IMB yang disampaikan 
petugas penerima pengaduan yang ada di 
BP2T.  
Kedua: Karakteristik Badan Pelaksana yaitu 
kurang tegasnya sanksi (pembongkaran 
bangunan) dan denda yang diberikan kepada 
masyarakat yang membangun karena tidak 
sesuai dengan peruntukkannya dan melanggar 
rencana tata ruang serta tidak mematuhi 
peraturan yang berhubungan dengan IMB. 
Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Palu 
Nomor 10 Tahun 2012, Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dijelaskan 
bahwa membangun tanpa izin mendirikan 
bangunan akan diancam pidana 6 (enam) 
bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 
50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), namun 
dalam implementasinya sanksi tersebut tidak 
dilaksanakan.  
Ketiga: Disposisi yaitu sikap pelaksana yang 
dinilai kurang profesional dan tidak adil, 
karena adanya izin yang diberikan kepada 
pihak-pihak tertentu dalam melakukan 
pembangunan yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya, karena memiliki kedekatan 
dengan pejabat tertentu, sehingga 
menimbulkan kecemburuan sosial bagi 
masyarakat, tetapi apabila dilihat dari segi 
aturan, bangunan tersebut ternyata tidak layak 
mendapatkan IMB, namun pelaksanaan 
pembangunan tetap dilaksanakan. 
Maka dari itu upaya-upaya yang harus 
dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan Kota Palu adalah mengoptimalkan 
kebijakan IMB di Kota Palu dengan 
melakukan sosialisasi, peningkatan 
pengawasan dan pemberian sanksi sebagai 
instrumen kendali serta menerapkan pola 
pembinaan yang tepat dan berdaya guna.  
 
METODE  
 
Jenis penelitian yang digunakan sebagai 
cerminan dasar perancangan penelitian dalam 
rangka mendapatkan data adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian yang ditetapkan peneliti adalah 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan 
(DPRP) Kota Palu. Kegiatan penelitian, 
dimulai dari bulan Oktober 2014 sampai 
dengan bulan Januari 2015. Jumlah informan 
dalam penelitian ini 5 orang. Teknik 
penarikan informan menggunakan Purposive. 
Teknik pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
triangulasi. Model interaktif dalam analisis 
data menggunakan model Miles dan 
Huberman dalam Idrus (2009:147-151), yang 
terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, 
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan 
Kota Palu merupakan salah satu Dinas Teknis 
yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Palu 
Nomor 9  Tahun 2009 dan ditindaklanjuti 
dengan keputusan Walikota Palu Nomor 18 
Tahun 2013. Sejak terbentuknya Dinas 
Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu,  
sampai saat ini telah melakukan langkah-
langkah strategis dalam pelaksanaan tugasnya 
dengan berbagai program dan kegiatan di 
bidang Penataan Ruang dan Perumahan, salah 
satunya adalah implementasi kebijakan IMB.  
Implementasi kebijakan pada dasarnya 
secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja 
yang tinggi, berlangsung dalam antar 
hubungan berbagai faktor dan dikembangkan 
dalam model implementasi kebijakan yang 
terdiri dari enam aspek, yaitu: 1) standar dan 
sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) 
komunikasi antara badan pelaksana; 4) 
karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi 
sosial, politik dan ekonomi, dan; 6) sikap 
pelaksana. Aspek-aspek kebijakan Van Meter 
dan Van Horn tersebut di atas, dipercaya akan 
membentuk hubungan antara kebijakan 
dengan performance kebijakan.  
Van Meter dan Van Horn dalam 
Winarno (2008:146) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu (atau 
kelompok-kelompok) pemerintah maupun 
swasta yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka aspek-
aspek kebijakan Van Meter dan Van Horn 
akan dikaitkan dengan hasil penelitian penulis 
dengan judul implementasi kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB) Pada Dinas 
Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota 
Palu, yang akan diuraikan sebagai berikut: 
 
Standar dan Sasaran Kebijakan 
Van Meter dan Van Horn dalam 
Widodo (2010:105) menjelaskan bahwa 
pemahaman tentang maksud umum dari suatu 
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 
Implementasi kebijakan yang berhasil , bisa 
jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 
(officials), tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. 
Standar dan tujuan kebijakan memiliki 
hubungan yang erat dengan disposisi para 
pelaksana (implementors). Arah disposisi para 
pelaksana (implementors) terhadap standar 
dan tujuan kebijakan juga merupakan hal 
yang crucial. Implementor mungkin bisa jadi 
gagal dalam melaksanakan kebijakan, 
disebabkan karena mereka menolak atau tidak 
mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 
kebijakan. 
Dalam memahami standar dan sasaran 
kebijakan, dalam kaitannya dengan penelitian 
ini dapat dilihat pada Peraturan Daearah 
tentang IMB yang menjadi acuan dalam 
pelaksanaan kebijakan ini yang secara umum 
tujuannya untuk menertibkan bangunan 
gedung sehingga tercapainya bangunan yang 
sesuai dengan fungsinya dan memenuhi 
persyaratan teknis. Untuk mengetahui standar 
dan tujuan kebijakan dengan melihat pada 
standar pelaksanaan kebijakan berdasarkan 
regulasi, Bapak Risman mengatakan bahwa: 
“Standar kebijakan yang kami gunakan sudah 
sesuai dengan regulasi, yaitu berdasarkan 
pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 
Tahun 2012, yang didalamnya menjelaskan 
hal-hal yang berhubungan dengan IMB. 
Selain itu, di dalam pelaksanaannya kami 
juga mengacuh pada kebijakan lain, seperti 
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 
Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Palu dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, 
Tentang Bangunan Gedung. Dalam peraturan 
tersebut dijelaskan secara mendetail tentang 
hak dan kewajiban aparat DPRP maupun 
masyarakat. Sedangkan dalam proses 
permohonan IMB, masyarakat bisa melihat 
persyaratannya pada BP2T”.(Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2014) 
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Dari penjelasan Bapak Risman tersebut, 
dapat dipahami bahwa keseluruhan aturan 
tersebut dijadikan pijakan untuk 
melaksanakan kebijakan terkait dengan izin 
mendirikan bangunan di Kota Palu, sehingga 
dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan 
hukum yang jelas, karena segala tugas dan 
fungsi DPRP Kota Palu mengacuh pada 
peraturan yang berlaku. Namun peneliti 
melihat bahwa pelaksanaan kebijakan tentang 
IMB belum sesuai dengan apa yang tertuang 
dalam kebijakan, karena masih banyaknya 
masyarakat yang melakukan pelanggaran 
tetapi tidak diberikan sanksi yang tegas. 
Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti dengan Bapak Nasrun, mengatakan 
bahwa: 
“Kebijakan ini sesungguhnya dapat 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, namun sampai hari ini banyak hal-
hal yang terdapat dalam kebijakan itu tidak 
dilaksanakan dengan baik, jadi semudah 
apapun masyarakat dapat memahami 
kebijakan tersebut jika tidak ada upaya yang 
serius untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut, akan mengakibatkan tidak tercapai 
tujuan dari kebijakan itu sendiri. (Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 28 November 
2014) 
Jadi, pernyataan yang disampaikan 
informan di atas, memberikan gambaran 
bahwa implementasi kebijakan izin 
mendirikan bangunan yang ada di Kota Palu 
belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang 
tertuang dalam peraturan daerah tentang izin 
mendirikan bangunan. Olehnya, diharapkan 
adanya kesungguhan dari pihak aparat DPRP 
untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai 
dengan regulasi yang ada, sehingga regulasi 
tersebut tidak hanya sebatas tulisan yang ada 
diatas kertas tanpa ada implementasi yang 
maksimal. Sungguhpun isi dari sebuah 
kebijakan sangat mudah untuk dipahami dan 
dimengerti tetapi apabila upaya untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut terkesan 
setengah hati niscaya kebijakan tersebut tidak 
akan ada artinya. 
Sumber Daya 
Keberhasilan proses implementasi 
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
Manusia merupakan sumber daya yang 
terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap-
tahap tertentu dari keseluruhan proses 
implementasi menuntut adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas sesuai dengan 
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi 
ketika kompetensi dan kapabilitas dari 
sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja 
kebijakan publik sangat sulit untuk 
diharapkan. 
Van Meter dan Van Horn dalam 
Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa 
implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumber daya manusia (human recources) 
maupun dukungan sumber daya non-manusia 
(non-human recources).  Selain sumber daya 
manusia, sumber daya lain juga patut untuk 
diperhitungkan dalam melaksanakan 
kebijakan IMB, seperti sumber daya finansial 
dan sumber daya waktu, karena ketika sumber 
daya manusia yang kompeten dan kapabel 
telah tersedia, namun tidak didukung dengan 
sumber daya finansial dan sarana dan 
prasarana dalam melaksanakan kebijakan, 
maka akan menjadi persoalan yang pelik 
untuk meralisasikan apa yang hendak menjadi 
tujuan kebijakan IMB itu sendiri. 
Pendapat yang disampaikan oleh 
Bapak Risman terkait dengan kemampuan 
pegawai yang didasarkan pada keahlian dan 
tingkat pendidikan, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Secara keseluruhan pegawai yang ada di 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota 
Palu sebagain besar berlatar belakang 
pendidikan sarjana (S1), dan latar belakang 
pendidikan mereka sudah sesuai dengan apa 
yang kami butuhkan, sehingga dalam hal 
kemampuan untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya sangat dapat diandalkan, karena 
para pegawai ditempatkan sesuai dengan 
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keahliannya dan disiplin ilmunya. Tetapi 
yang menjadi masalah adalah DPRP masih 
kekurang tenaga/aparat yang melakukan 
penertiban dan pengawasan di lapangan. 
Dengan demikian, besar harapan kami 
mereka dapat mempelihatkan kinerja yang 
maksimal sesuai dengan tugasnya masing-
masing. (wawancara dilaksanakan pada 
tanggal 30 Oktober 2014) 
Berdasarkan jawaban yang disampaikan 
Bapak Risman di atas, dapat disimpulkan 
bahwa latar belakang pendidikan dan keahlian 
sangat berpengaruh dalam meningkatkan 
kinerja pegawai. Dengan demikian, sumber 
daya manusia dalam implementasi kebijakan 
maupun dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya, disamping harus cukup 
juga harus memiliki keahlian dan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas dari atasan 
(pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya 
manusia harus ada ketepatan dan kelayakan 
antara jumlah staf yang dibutuhkan dan 
keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas 
pekerjaan yang ditanganinya.  
Pernyataan Bapak Risman di atas, 
ternyata sesuai dengan hasil pengamatan 
peneliti, bahwa kebutuhan akan tenaga tim 
penertiban pemanfaatan ruang jumlahnya 
masih terbatas, apabila bila dibandingkan 
dengan luas wilayah Kota Palu dan jumlah 
pembangunan yang setiap harinya selalu 
bertambah. Senada dengan apa yang 
dikemukakan oleh Bapak Azir, terkait dengan 
sumber daya manusia, bahwa: 
“Pada dasarnya sumber daya yang ada di 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota 
Palu sudah memadai, dapat dilihat dari 
tingkat pendidikan para pegawainya, 
mayoritas berlatar belakang pendidikan 
sarjana, jadi apabila dilihat dari segi 
kuantitas dan kualitas sudah cukup seimbang. 
Hanya saja yang saya lihat selama ini DPRP 
masih kekurangan tenaga yang melakukan 
pengawasan dan penertiban dilapangan, 
karena jumlah aparat yang setiap hari 
melakukan penertiban tidak sesuai dengan 
jumlah pembangunan di Kota Palu. 
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 
November 2014) 
Dengan demikian, sumber daya yang 
memengaruhi efektivitas pelaksanaan 
kebijakan, selain sumber daya manusia adalah 
sumber daya dana (financial) dan sumber 
daya peralatan yang diperlukan untuk 
membiayai operasionalisasi pelaksanaan 
kebijakan. Terbatasnya anggaran yang 
tersedia menyebabkan kualitas pelayanan 
publik yang harus diberikan kepada 
masyarakat juga terbatas. Jadi efektivitas 
pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada 
sumber daya aparat yang bertanggung jawab 
melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan 
main pelaksanaan kebijakan sudah jelas dan 
kebijakan telah ditransformasikan dengan 
tepat, namun manakala sumber daya aparat, 
financial, sarana dan prasarana terbatas, baik 
dari jumlah maupun kualitas akan berdampak 
pada tidak efektifnya kebijakan tersebut. 
 
Komunikasi Antar Badan Pelaksana 
Komunikasi merupakan mekanisme 
yang ampuh dalam implementasi kebijakan 
publik. Semakin baik koordinasi dan 
komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 
dalam suatu proses implementasi, maka 
kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat 
kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat 
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 
dari implementasi kebijakan IMB yang ada di 
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota 
Palu. Implementasi yang efektif terjadi 
apabila para pembuat keputusan sudah 
mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. 
Tugas dan tanggung jawab yang akan mereka 
kerjakan dapat berjalan dengan baik bila 
komunikasi berjalan dengan baik. Sesuai 
dengan apa yang disampaikan oleh Bapak 
Risman terkait dengan komunikasi antar 
organisasi, bahwa: 
“Salah satu bentuk koordinasi yang kami 
lakukan adalah melakukan komunikasi yang 
intens dengan instansi lain, misalnya instansi 
yang memiliki kewenangan untuk 
menerbitkan surat IMB. Tanpa komunikasi
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yang baik kami akan kesulitan melaksanakan 
kebijakan tersebut, misalnya melakukan 
koordinasi tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan IMB dan izin HO. Selain itu, 
komunikasi juga kami lakukan di dalam 
internal kami, yaitu komunikasi antara 
bawahan dan atasan maupun sebaliknya, 
sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan 
tersebut dapat tercapai dengan baik. Oleh 
karena itu, masalah sekecil apapun harus 
kami komunikasikan agar tidak terjadi hal-
hal yang tidak sesuai dengan keinginan 
organisasi. (wawancara dilaksanakan pada 
tanggal 30 Oktober 2014) 
Fungsi koordinasi dan komunikasi antar 
organisasi dapat dipandang sebagai salah satu 
bagian perekat, penyelaras, atau pemaduan 
pelaksanaan kerja dari masing-masing unit 
kerja sehingga menjadi satu kesatuan 
mekanisme kerja yang kompak dan terarah 
kepada suatu tujuan serta target yang 
ditetapkan sebelumya. Disamping itu melalui 
komunikasi berbagai masalah dan kendala 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dapat diidentifikasi, dan 
kemudian dapat dirumuskan solusinya. 
Sesuai dengan informasi yang diperoleh 
peneliti, bahwa komunikasi yang dilakukan 
antar badan pelaksana yang setingkat belum 
sepenuhnya efektif, seperti koordinasi yang 
dilakukan Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan (DPRP) dengan Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu  belum 
begitu maksimal, dapat dibuktikan dengan 
banyaknya pengaduan masyarakat yang 
masuk ke BP2T, terkait dengan pelayanan 
IMB belum sepenuhnya mengedepankan asas 
penyelesaian yang cepat dan tuntas, sehingga 
masyarakat selaku pengadu harus menunggu 
dalam waktu yang cukup lama. Selain itu 
lambannya tim teknis yang berada di Dinas 
Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) 
menanggapi laporan pengaduan yang telah 
disampaikan  oleh petugas yang menerima 
pengaduan masyarakat. Hasil wawancara 
peneliti dengan Bapak Azir, terkait 
komunikasi antar organisasi, mengatakan 
bahwa: 
“Selama ini komunikasi yang dilakukan 
DPRP memang belum begitu maksimal, ini 
bisa dilihat dari banyaknya laporan dan 
pengaduan masyarakat terkait IMB yang 
telah  disampaikan BP2T kepada Dinas 
teknis, tetapi tidak mendapatkan respon yang 
positif. Sehingga masyarakat selaku pengadu 
tidak mendapatkan kepastian. (Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 19 November 
2014) 
Dengan demikian, prospek 
implementasi kebijakan yang efektif, sangat 
ditentukan oleh komunikasi para pelaksana 
kebijakan secara akurat dan konsisten 
(accuracy and consistency). Disamping itu, 
koordinasi merupakan mekanisme yang 
mempunyai posisi cukup penting dalam 
implementasi kebijakan. Semakin baik 
koordinasi dan komunikasi diantara pihak-
pihak yang terlibat, maka kesalahan akan 
semakin kecil, demikian sebaliknya. 
Selanjutnya terkait dengan sosialisasi yang 
dilakukan badan pelaksana kepada 
masyarakat, Bapak Azir mengatakan bahwa: 
“Salah satu alasan yang menyebabkan 
masyarakat tidak memahami tentang aturan 
izin mendirikan bangunan (IMB), karena 
minimnya sosialisasi yang dilakukan aparat 
DPRP. Inilah yang menyebabkan masyarakat 
mendirikan bangunan semaunya tanpa 
mengikuti prosedur yang berlaku, seperti 
melanggar garis sempadan bangunan (GSB) 
dan mendirikan bangunan tidak sesuai 
dengan peruntukannya”. (Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 19 November 
2014) 
Faktor penentu keberhasilan sebuah 
organisasi dalam menjalankan fungsi dan 
perannya adalah seberapa besar atau seberapa 
sering lembaga/organisasi tersebut menjalin 
komunikasi baik secara internal maupun 
secara eksternal. Oleh karena itu, salah satu 
tugas pokok yang harus dilakukan untuk 
menyelenggarakan aktivitas dalam kegiatan 
tertentu guna untuk mencapai tujuan adalah 
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sosialisasi. Seperti yang dikemukakan Bapak 
Nasrun mengatakan bahwa: 
“Selama ini yang menjadi keluhan 
masyarakat yaitu kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan aparat DPRP, sehingga hampir 
sebagian besar masyarakat di Kota Palu 
belum memahami tentang sanksi yang 
diberikan kepada masyarakat apabila 
membangun tanpa IMB, oleh karena itu 
sebaiknya DPRP sesering mungkin 
melakukan sosialisasi dengan melibatkan 
peran serta masyarakat misalnya melibatkan 
ketua RW dan RT.” (Wawancara dilaksanakan 
pada tanggal 28 November 2014) 
Edward III dalam Widodo (2010:97) 
menyatakan bahwa komunikasi kebijakan 
memiliki beberapa macam dimensi, antara 
lain dimensi transformasi (transmission), 
kejelasan (clarity), dan konsistensi 
(consistency). Dimensi transmisi 
menghendaki agar kebijakan publik 
disampaikan tidak hanya kepada pelaksana 
(implementors) kebijakan, tetapi juga 
disampaikan kepada kelompok sasaran 
kebijakan dan pihak lain yang 
berkepentingan, baik langsung maupun tidak 
langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh 
karena itu, dimensi komunikasi mencakup 
transformasi kebijakan, kejelasan, dan 
konsistensi. Dimensi transformasi 
menghendaki agar kebijakan publik dapat 
ditransformasikan kepada para pelaksana, 
kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait 
dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (clarity) 
menghendaki agar kebijakan yang 
ditransmisikan kepada para pelaksana, target 
grup, dan pihak lain yang berkepentingan 
langsung maupun tidak langsung terhadap 
kebijakan dapat diterima dengan jelas 
sehingga di antara mereka mengetahui apa 
yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran 
serta substansi dari kebijakan publik tersebut. 
Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa 
yang'seharusnya dipersiapkan dan 
dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. 
 
Karakteristik Badan Pelaksana 
Dalam suatu implementasi kebijakan, 
agar dapat mencapai keberhasilan yang 
maksimal, maka harus diidentifikasikan dan 
diketahui  karakteristik agen pelaksana yang 
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 
birokrasi, semua itu akan mempengaruhi 
implementasi suatu kebijakan yang telah 
ditentukan. Karakteristik agen pelaksana 
dalam penelitian melihat pada kemampuan 
dan komitmen badan pelaksana dalam 
melaksanakan program/kebijakan yang sesuai 
dengan standar dan mekanisme yang berlaku, 
sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat 
memahami dan mengerti terhadap tugas 
pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-
masing, baik secara individu maupun secara 
kelembagaan. Terkait dengan tindakan tegas 
badan pelaksana dalam mengimplementasikan 
kebijakan, Bapak Risman mengatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan penertiban, tindakan 
yang kami lakukan banyak mendapat 
tantangan, seperti adanya penolakan dari 
masyarakat tentang cara-cara yang kami 
gunakan, karena melakukan pembongkaran. 
Padahal sebelumnya telah diberikan 
peringatan kepada pemiliki bangunan untuk 
tidak meneruskan bangunan tersebut, karena 
melanggar aturan. Tetapi selaku aparat yang 
diberi wewenang kami akan tetap mengambil 
tindakan tegas dengan meminta bantuan 
Polisi Pamong Praja, agar masyarakat tidak 
semaunya mendirikan bangunan”. 
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 
Oktober 2014) 
Sesuai dengan data yang diperoleh 
peneliti, bahwa pada tahun 2013,  sebanyak 
706 surat teguran yang dikeluarkan oleh 
DPRP Kota Palu, yang terdiri dari berbagai 
jenis pelanggaran. Sedangkan jumlah surat 
teguran yang dikeluarkan pada tahun 2014 
sebanyak 623 lembar, dengan pelanggaran 
terbanyak adalah bangunan yang tidak 
memiliki IMB sebanyak 431 unit bangunan, 
pelanggaran GSB sebanyak 71 unit bangunan, 
dan pelanggaran GSP sebanyak 117 unit 
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(Sumber Data Sekunder: Seksi Pengawasan 
dan Penertiban Bangunan Gedung dan 
Lingkungan DPRP, Tahun 2014) 
Jawaban yang disampaikan oleh Bapak 
Risman di atas, berbeda dengan apa yang 
dikemukakan Bapak Hi. Sahiru, terkait 
dengan tindakan badan pelaksana, bahwa: 
“Sejauh ini apa yang dilakukan DPRP 
kurang tegas, karena saya belum pernah 
melihat bangunan yang dibongkar karena 
melanggar aturan, khususnya dilingkungan 
saya banyak bangunan yang melanggar tetapi 
tidak dibongkar. Seperti  bangunan yang saya 
dirikan walaupun melanggar GSB tetapi tidak 
dibongkar, hanya mendapatkan peringatan 
untuk segera mengurus IMB. Jadi 
keseluruhan luas bangunan saya hanya 
setengah yang mendapatkan pengakuan dari 
DPRP. Dan petugas DPRP mengatakan kalau 
ada pelebaran jalan setengah dari bangunan 
yang tidak diakui pemerintah akan 
dibongkar”. (Wawancara dilaksanakan pada 
tanggal 6 November 2014) 
Tindakan atau sanksi yang diberikan 
kepada masyarakat yang melakukan 
pelanggaran sudah saatnya diterapkan, namun 
yang terjadi adalah sampai saat ini masih 
banyak bangunan yang berdiri tanpa IMB, 
tetapi tidak diberikan sanksi. Oleh karena itu, 
diharapkan adanya ketegasan dari DPRP 
untuk memberikan tindakan yang tegas. 
Dalam melaksanakan penertiban bangunan, 
tim penertiban pemanfaatan ruang dibantu 
beberapa tenaga satuan Polisi Pamong Praja. 
Tujuan melibatkan SATPOL-PP adalah untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 
karena respon masyarakat terkait dengan 
tindakan yang dilakukan tim penertiban 
bangunan mendapatkan perlawanan dari 
pemilik bangunan. Namun dalam hal ini 
bangunan yang melanggar aturan tidak 
langsung dibongkar, tetapi terlebih dahulu 
diberikan teguran setelah itu melayangkan 
surat teguran kepada pemilik bangunan. 
Selanjutnya pandangan Bapak Nasrun tentang 
ketegasan badan pelaksana, bahwa: 
“Kalau dalam Peraturan Daerah Tata Ruang 
dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, disitu memang ada 
sanksi administratif dan ada sanksi pidana, 
itu kompetensinya ada di DPRP yang akan 
menentukan apa yang layak diberikan, karena 
tingkatannya juga ada teguran lisan, 
kemudian berlanjut pada pembongkaran 
sampai pada pemidanaan, tapi sampai saat 
ini masih banyak pelanggaran yang terjadi 
tetapi tidak ditindak tegas”. (Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 28 November 
2014) 
Dari pernyataan informan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa segala bentuk 
pelanggaran seharusnya diberikan tindakan 
dan  dapat dilaksanakan sesuai dengan 
regulasi yang ada yaitu dengan cara 
memberikan sanksi yang sesuai dengan 
bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dan 
segala bentuk kewenangan terkait dengan 
pelanggaran IMB ada pada DPRP. Oleh 
karena itu, menurut  peneliti bahwa komitmen 
DPRP, sejauh ini belum memperlihatkan 
sikap yang tegas dalam memberikan sanksi 
administrasi dan pidana kepada pihak-pihak 
yang dengan sengaja telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran. 
 
Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 
Kondisi lingkungan mempunyai 
pengaruh yang sangat penting pada 
pelaksanaan kebijakan izin mendirikan 
bangunan. Van Meter dan Van Horn dalam 
Agustino (2012:144), mengatakan bahwa 
sejauhmana lingkungan eksternal turut 
mendorong keberhasilan kebijakan publik 
yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, 
politik dan ekonomi yang tidak kondusif 
dapat mengakibatkan kinerja implementasi 
kebijakan menjadi gagal, karena upaya untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan harus 
memperhatikan suasana yang kondusif pada 
lingkungan eksternal. Seperti apa yang 
dikemukakan Bapak Hi. Sahiru bahwa: 
“Sebenarnya kami selaku masyarakat sangat 
mendukung dengan adanya kebijakan ini, 
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tetapi kalau aparat DPRP tidak sungguh-
sungguh melaksanakan kebijakan ini, 
masyarakat juga akan apatis yang 
mengakibatkan rendahnya dukungan kepada 
pemerintah”. (Wawancara dilaksanakan pada 
tanggal 6 November 2014) 
Menurut peneliti, apa yang disampaikan 
oleh Bapak Sahiru benar adanya, karena 
sejauh ini dukungan lingkungan eksternal 
belum memberikan respon positif terhadap 
kebijakan ini, karena kurangya keseriusan dari 
badan pelaksana untuk menegakkan aturan, 
padahal dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan, instansi pelaksana sangat 
mengharapkan adanya dukungan lingkungan 
eksternal untuk menunjang keberhasilan 
kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap 
pelaksanaan kebijakan IMB tidak hanya 
karena tujuan yang menggambarkan 
keberpihakan terhadap mereka, tetapi 
diperlukan adanya sikap yang konsisten para 
pelaksana untuk melaksanakan kebijakan 
sesuai dengan tujuan-tujuan dasarnya, 
sehingga tidak berhadapan dengan masalah-
masalah yang menghambat pelaksanaan 
kebijakan. Oleh karena itu dukungan 
lingkungan eksternal sangat dibutuhkan untuk 
melaksanakan kebijakan ini. Seperti jawaban 
yang utarakan Bapak Azir, bahwa: 
“Saya yakin masyarakat pasti mendukung 
dengan adanya kebijakan ini, asalkan DPRP 
memberikan kemudahan yang sesuai dengan 
kamampuan masyarakat, karena setahu saya 
masyarakat tidak akan berani melakukan 
pelanggaran asalkan kebijakan tersebut 
betul-betul dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku”. (Wawancara 
dilaksanakan pada tanggal 6 November 2014) 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa dukungan lingkungan eksternal sangat 
dibutuhkan dalam sebuah kebijakan, karena 
tanpa dukungan tersebut mustahil kebijakan 
izin mendirikan bangunan akan terlaksana 
sesuai dengan yang diinginkan, asalkan 
kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan 
masyarakat sebagai kelompok sasaran 
mendapatkan dampak positif dari kebijakan 
ini. Selanjutnya Bapak Nasrun memberikan 
pandangannya terkait dukungan lingkungan 
eksternal, kelompok kepentingan dan elit 
politik, bahwa: 
“Pada dasarnya masyarakat pasti akan 
mendukung kebijakan ini, jika masyarakat 
sebagai orang yang menerima dampak dari 
kebijakan ini diberikan pemahaman yang 
baik, dengan cara melakukan sosialisasi 
dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 
Sehingga masyarakat paham dan mengerti 
apabila membangun tanpa IMB akan 
mendapatkan sanksi yang berat. Dengan 
adanya sanksi tersebut masyarakat lambat 
laun akan memberikan dukungannya. 
Sedangkan dukungan dari kelompok 
kepentingan dan elit politik menurut saya itu 
juga sangat diperlukan, jadi harapan kita 
dengan adanya dukungan dari berbagai pihak 
semoga implementasi kebijakan ini dapat 
berjalan sesuai dengan porsinya ”. 
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 
November 2014) 
Salah satu cara agar lingkungan 
eksternal turut mendorong keberhasilan 
kebijakan publik yang telah ditetapkan, yaitu 
dengan memberikan pemahaman terkait 
dengan sanksi yang diberikan kepada pihak-
pihak yang tidak mematuhi peraturan dan 
melakukan sosialisasi sehingga masyarakat 
mau patuh dan taat terhadap aturan. Oleh 
karena itu, lingkungan ekonomi, sosial, dan 
politik yang tidak kondusif dapat menjadi 
biang keladi dari kegagalan kinerja 
implementasi kebijakan. 
 
Disposisi/Sikap Pelaksana  
Van Meter dan Van Horn juga Edward 
III dalam Widodo (2010:104) menyatakan 
bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada 
tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, 
keinginan atau kesepakatan para pelaksana 
(implementors) untuk melaksanakan 
kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi 
kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota 
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Palu ingin berhasil, maka para pelaksana 
kebijakan tidak hanya mengatahui apa yang 
harus dilakukan, tetapi mereka juga harus 
memiliki kemampuan dan kemauan 
melaksanakan kebijakan tersebut secara 
demokratis, antusias dan responsif kepada 
masyarakat. 
Adapun sikap pelaksana yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah 
mengacuh pada sikap adil, jujur dan 
transparan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan izin 
mendirikan bangunan. Berdasarkan hasil 
wawancara peneliti dengan Bapak Hi Sahiru, 
bahwa: 
“Apa yang dilakukan DPRP selama ini 
terkesan kurang adil dan tidak transparan, 
karena banyak bangunan yang melanggar 
tetapi tidak diberikan sanksi, walaupun saya 
akui bahwa bangunan yang saya dirikan ini 
melanggar ketentuan yang ada, tetapi karena 
selama ini tidak ada tindakan tegas yang 
diberikan kepada masyarakat, sehingga saya 
berani mendirikan bangunan tanpa IMB”. 
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 
November 2014) 
Salah satu alasan sehingga banyaknya 
masyarakat yang melakukan pelanggaran, 
karena tidak adanya sanksi tegas yang 
diberikan kepada masyarakat, bahkan peneliti 
melihat bahwa aparat terkait dalam hal ini 
DPRP memberikan ruang kepada para 
investor ataupun orang-orang yang memiliki 
kedekatan dengan pejabat tertentu untuk 
memberikan kesempatan melakukan 
pembangunan walaupun bangunan tersebut 
tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga 
peneliti berkesimpulan bahwa apa yang 
dilakukan DPRP tidak mencerminkan kadilan 
bagi masyarakat. Sedangkan menurut Bapak 
Azir, bahwa: 
“Pemahaman Aparat DPRP dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi masing-
masing sudah berjalan dengan baik, karena 
setiap beban pekerjaan yang diberikan 
kepada para pegawai sudah diatur melalui 
struktur organisasi, sehingga tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya pasti dilakukan 
dengan baik. Hanya saja, yang menjadi 
masalah klasik selama ini adalah sikap adil, 
karena ada beberapa bangunan yang 
diberikan izin padahal menyalahi aturan 
bahkan tidak sesuai dengan peruntukannya”. 
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 
November 2014) 
Disposisi dapat diartikan sebagai 
keinginan atau kesepakatan para pelaksana 
untuk melaksanakan kebijakan. Jika 
implementasi kebijakan IMB ingin berhasil 
secara efektif dan efisien, maka para 
pelaksana (implementors) tidak hanya 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan 
mempunyai kemampuan untuk melakukan 
kebijakan itu, tetapi mereka juga harus 
mempunyai kemauan untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut secara transparan, jujur dan 
berkeadilan.  
Menurut peneliti, selama ini yang 
terjadi adalah bahwa peluang yang diberikan 
kepada para investor ternyata banyak yang 
menyalahi aturan namun tetap diberikan 
kesempatan karena adanya aturan main yang 
dilanggar. Selain itu, yang menjadi 
permasalahan pokok dalam hal ini menurut 
peneliti adalah izin itu ditempatkan sebagai 
instrumen untuk pendapatan daerah, padahal 
idealnya instrumen harus dijadikan sebagai 
alat pengendalian. Jika demikian adanya, 
apabila izin dijadikan instrumen pendapatan 
daerah, maka Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan Kota Palu, hanya terpacu untuk 
mengejar target PAD dan bukan untuk 
melakukan penataan ruang. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa implementasi kebijakan IMB yang 
dilaksanakan DPRP Kota Palu belum efektif, 
dapat dilihat dari beberapa aspek pertama; 
sosialisasi yang dilakukan masih sangat 
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minim yang mengakibatkan ketidaktahuan 
masyarakat tentang asas dan manfaat IMB. 
Kedua; faktor yang menyebabkan kinerja 
personil tim pemanfaatan ruang tidak 
maksimal karena terbatasnya tenaga yang 
melakukan pengawasan dan penertiban 
bangunan. Ketiga; tidak tegasnya sanksi yang 
diberikan oleh aparat DPRP, sehingga tidak 
terbangun kesadaran masyarakat yang pada 
gilirannya tidak patuh dan taat pada hukum. 
Keempat; koordinasi yang dilakukan antar 
organisasi yang setingkat, terkait dengan IMB 
belum maksimal. 
 
Rekomendasi 
 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk 
memberikan beberapa rekomendasi yang 
terkait dengan implementasi kebijakan izin 
mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas 
Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota 
Palu, yaitu sebagai berikut: 1) Dalam 
melaksanakan kebijakan izin mendirikan 
bangunan (IMB), Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan (DPRP) Kota Palu diharapkan 
mencari solusi yang tepat, dengan menambah 
jumlah personil sehingga kinerja 
aparat/personil tim penertiban dan 
pemanfaatan ruang dapat lebih maksimal; 2) 
Diharapkan Dinas Penataan Ruang dan 
Perumahan (DPRP) Kota Palu kembali 
memberlakukan kebijakan pemutihan IMB, 
tentang pengurangan dan keringanan 
restribusi izin mendirikan bangunan (IMB), 
khususnya bangunan di bawah tahun 2000; 3) 
Untuk lebih mengefektifkan kinerja 
aparat/personil tim penertiban dan 
pemanfaatan ruang, sebaiknya DPRP Kota 
Palu memberikan sebagian tugas kepada 
masing-masing Kelurahan untuk melakukan 
pengawasan dan penertiban; 4) Diharapkan 
agar sosialisasi dapat dilaksanakan secara 
kontinyu dan adanya ketegasan dalam 
memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang 
melanggar peraturan daerah tentang IMB. 
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